
 

  

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 62 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6                       
Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang 
Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur 
Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
dan Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 
900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 
Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil 
terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, 
sehingga perlu menetapkan peraturan pengganti terhadap 
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 20 Tahun 2024 
tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang 
Tahun Anggaran 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten 
Pandeglang Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

 

SALINAN 



 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negaa dan stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanggulangan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia         Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 7053); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     
Nomor 112); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

 
 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan harga biaya 
tertinggi/maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pandeglang 
Tahun Anggaran 2025. 

 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025, meliputi:  

a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan belanja hadiah bersifat perlombaan; 

c. satuan belanja penghargaan atas suatu prestasi; 

d. satuan belanja uang pengganti transport dan uang saku peserta non 
pegawai; 

e. satuan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan satuan belanja 
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah; 

f. satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; 

g. satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (pergi pulang) 
dan biaya taksi; 

h. satuan belanja makan minum dan jamuan konsumsi rapat; 

i.    satuan belanja makan minum fasilitas pelayanan urusan kesehatan, 
pelayanan urusan sosial dan penambah daya tahan tubuh; 

j.    satuan belanja makan minum aktifitas lapangan; 

k. satuan belanja pengadaan kendaraan operasional; 

l.    satuan belanja pemeliharaan; dan 



m. satuan belanja sewa gedung dan bangunan dan belanja sewa alat kantor 
lainnya. 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurub b, 
huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hurub f, 
huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, 
dan huruf m tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, 
dan huruf g untuk DPRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 

Pasal 4 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri untuk DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan secara lumpsum dan 
Riil (at cost)  

(2) Pertanggungjawaban secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Untuk Pembayaran Uang Harian dan Uang Representasi. 

(3) Pertanggungjawaban secara Riil (at cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk Pembayaran Uang Transport dan Penginapan dengan memeperhatikan 
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.  

 

Pasal 5 

Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Standar 
Harga Satuan berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Pasal 6 

Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Standar 
Harga Satuan berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan 
anggaran kegiatan; dan 



b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui 
karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 

 

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang    
Nomor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten 
Pandeglang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2024 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 29 November 2024 

BUPATI PANDEGLANG, 

 

          cap / ttd 

 

      IRNA NARULITA 

 

 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 29 November 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                             cap / ttd 

 

ALI FAHMI SUMANTA  

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 62 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
       Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 
 
 
 
 
H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy 
       NIP. 19711205 200701 1 013 



 

 


